Menimbang:

Mengingat:

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat ()
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dan ketentuan Pasal 39 ayat (6) Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

SALINAN
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322});

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 105);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
3);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong,.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tabalong.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah satuan biaya
berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya
komponen masukan kegiatan.

6. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu
untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

7. ‘Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk
penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

8. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan
setiap unit non barang/jasa seperti honorarium, jasa tenaga pendukung,
belanja sewa, belanja pemeliharaan, dan perjalanan dinas untuk penyusunan
rancangan anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

9. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan
setiap unit barang yang termasuk dalam kriteria barang persediaan dan barang
aset.

10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
tahunan yang disusun oleh setiap SKPD yang memuat rincian pendapatan,
belanja program/kegiatan, dan pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD,
yang menjabarkan rencana kerja Pemerintah Daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah

12. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya
disingkat SIPD-R! adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah,
informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang
saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi SKPD dalam

perencanaan dan pelaksanaan APBD sekaligus sebagai pedoman bagi SKPD dalam
penyusunan RKA-SKPD.
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Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati untuk:

a.
b.

C.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

{3)

(4)

(5)

(1)

menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
yang berdasarkan pada tolak ukur kinerja;

menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya; dan

meningkatkan efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran belanja daerah
dalam pelaksanaan APBD.

BAB III
PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS di Daerah.

SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk menghasilkan
biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
SKPD.

SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. SBU; dan
b. SSH.

Pasal 5

SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) digunakan dalam:

a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan
maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan RKA-SKPD;
dan

b. pelaksanaan APBD.

Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SHS
bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampui.

Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SHS

bersifat:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; dan

b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya
kenaikan harga pasar.

SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sudah termasuk pajak
yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perbedaan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang
perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan SHS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(2) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Dalam menyusun RKA-SKPD, SKPD bharus menggunakan SHS dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta
memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2} SKPD bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan SHS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal S dan Pasal 6 diinput ke dalam SIPD-RI.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SHS di
Daerah.

{2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh
SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan.

3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat
g -
pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. SHS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD untuk APBD Tahun Anggaran 2027
dan tahun anggaran berikutnya; dan

b. ketentuan mengenai SSH dan SBU sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan
kebijakan perubahannya melalui Keputusan Bupati Tabalong dinyatakan tetap
berlaku sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2026.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai SSH dan SBU
dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga
Satuan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 2) dan kebijakan
perubahannya melalui Keputusan Bupati Tabalong dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku mulai tanggal 1 Januari 2027.



-
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.
Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Juni 2026
BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung

pada tanggal 25 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 NOMOR 14

Salman Sesual dengan Aslinya




